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PEMERINTAH KABUPATEN KAUR

~ SEKRETARIAT DAERAH
i J1. Kolonel Syamsul Bahrun Komp. Perkantoran Padang Kempas Kode Pos
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NOTA DINAS
Kepada Yth Bupati Kaur Melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur
Dari :  Kepala Bagian Hukum
Nomor ' 100.3/2819/SETDA.BH/KK/2025
Tanggal : 23 Desember 2025
Perihal Pemberian Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur

Bahwa Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penertiban dan
Pemeliharaan Hewan Ternak di Kabupaten Kaur Tahun 2025 telah dibahas
dengan DPRD dan telah disahkan menjadi Peraturan Daerah melalui

Paripurna DPRD Kabupaten Kaur .

Berdasarkan Surat Kepala Biro Bagian Hukum Pemerintah Provinsi
\,__Bmgkulu Nomor : 100.3/2819/SETDA.BH/KK/2025 Nomor Register

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur tentang Penertiban dan
Pemeliharaan Hewan Ternak Kabupaten Kaur Tahun 2025 dengan ini

disampaikan Nomor Register Terhadap Rancangan Peraturan daerah

Kabupaten Kaur.

Sebagai kelengkapan administrasi Bagian Hukum Perlu ditandatangani
Peraturan Daerah Kabupaten Kaur tentang Penertiban dan Pemeliharaan

Hewan Ternak.

Bahwa berkas/naskah ini telah diperiksa/diteliti sesuai dengan
peraturan yang berlaku, semua Persyaratan dan persetujuan atas
kelengkapan surat yang akan ditandatangani Bapak Bupati Kaur menjadi
tanggung jawab Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaur.
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR
NOMOR : 0¥ TAHUN 2025

TENTANG
PENERTIBAN DAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

Menimbang a. bahwa dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan

hewan, produk hewan, pencegahan penyakit hewan dan
o? zoonosis, penguatan otoritas veteriner, serta penegakan
hukum terhadap pelanggaran kesejahteraan hewan, perlu
disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan

masyarakat;

b. bahwa masih banyaknya hewan ternak yang berkeliaran
secara bebas, baik di jalan-jalan umum, pasar-pasar,
halaman kantor dan rumah penduduk serta lokasi
pertanian, serta mengganggu ketertiban lalu lintas,
kebersihan, keapikan dan keindahan kota yang
mengakibatkan menurunnya tingkat produksi pertanian
dan kesehatan masyarakat di Kabupaten Kaur;

c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang
Pemeliharaan Dan Penertiban Hewan Ternak sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kaur Nomor 02 T ahun 2023 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur
Nomor 03 Tahun 2026 tentang Pemeliharaan dan
Penertiban Hewan Ternak sudah tidak sesuai lagi dengan

kondisi sekarang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan
huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Penertiban dan Pemeliharaan Hewan Ternak;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma
dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
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3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015)
sebagaimana telah dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang
Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
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7.  Peraturan Dacrah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kaur (Lembaran Dacrah Kabupaten Kaur

aimana telah diubah

Tahun 2016 Nomor 237) sebag

beberapa kali terakhir ~dengan Per aturan Daerah

Kabupaten Kaur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan
r Nomor 14

Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kau
Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah
Kabupaten Kaur Tahun 2024 Nomor 301});

Dengan Persetujuan Bersama
KABUPATEN KAUR

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan

BUPATI KAUR

MEMUTUSKAN :

DAERAH TENTANG PENERTIBAN  DAN

PERATURAN

Menetapkan :
PEMELIHARAAN DAN HEWAN TERNAK.

Dalam Peraturan Daerah ini yan

8.

9.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
g dimaksud dengan :

Daerah Kabupaten Kaur.
Pemerintah Daerah adalah B
Daerah yang memimpin pe
kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Kaur.
disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur sebagali unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Poli

Kaur.
|dentitas ternak adalah tanda yang dilekatkan/ ditempelkan pada ternak
yang dibuat/ diiris pada bagian

dengan bentuk tertentu dan/ atau tanda
tertentu tubuh hewan ternak atau tanda/ ciri khusus ternak (berupa tingsan).

Hewan ternak adalah hewan berkaki 4 (empat) seperti sapi, kerbau, biri - biri,
kambing dan hewan berkaki 4 (empat) lainnya yang sejenis dan diternakkan.
Peternak adalah orang pribadi/ badan hukum/ pengusaha yang memiliki atau
orang yang disuruh memelihara hewan ternak.

Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan
hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan

gai unsur penyelenggara Pemerintahan

upati seba
ahan yang menjadi

laksanaan urusan pemerint

si Pamong Praja Kabupaten

v BUKua

o ".}'."Tﬁtbidang-Pqemakan dan Kesehatan Hewan.
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10. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan
oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, traumé,
keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogeri- .
Zoonosis adalah penvakit vang dapat menular dari Hewan kepada manusia
atau sebaliknya.

12. Peternak adalah orang vang profesinya memelihara, mengembangbiakkan. dan
merawat hewan ternak untuk menghasilkan manfaat dan keuntungamn,
mencakup pemberian pakan, perawatan kesehatan,  manajemen
perkembangbiakan, hingga pengolahan hasil ternak. oL

13. Penertiban adalah usaha atau tindakan untuk membuat sesuatu qlenjadx
teratur, rapi, dan sesuai aturan yang berlaku, bertujuan {ne\\uqudkan
ketertiban umum, keamanan, serta kondisi yang kondusif bagi kehidupan
bermasyarakat, pemerintahan, dan pembangunan.

14. Pemeliharaan ternak adalah rangkaian kegiatan manajemen untulf m.era\\'at
hewan ternak meliputi pemberian pakan, perkandangan, sanitasl, dan
keschatan guna memaksimalkan produktivitas.

15. Obat bius adalah obat bius yang digunakan untuk melumpuhkan sementara
ternak yang lepas bebas berkeliaran di tempat-tempat yang dilarang agar
memudahkan petugas penertiban untuk menangkapnya. _

16. Satuan Tugas (Satgas) adalah tim atau kelompok orang yang dibentuk untuk
menyelesaikan tugas atau masalah tertentu

11.

BABII
KEWAJIBAN PETERNAK

Pasal 2

-~ Untuk tertibnya pemeliharaan hewan ternak, peternak dalam memelihara hewan
ternaknya harus melaksanakan tata cara pemeliharaan sebagai berikut :

a. menjaga dan memelihara ternaknya dengan baik;

b. menyediakan kandang bagi hewan ternaknya dengan senantiasa menjaga
kebersihan kandang;

c. peternak/penggembala sewaktu mengembalakan ternaknya pada siang hari
wajib menambatkan/ menambangkan ternaknya pada tempat-tempat
pengembalaan yang telah disediakan oleh peternak/pengembala ternak;

d. peternak/penggembala pada malam hari wajib menempatkan ternaknya dalam
kandang yang disediakan oleh peternak/pengembala ternak; dan

e. peternak/penggembala wajib menjaga ternak yang digembalakan agar tidak
merusak/mengganggu tanam tumbuh milik masyarakat dan ketertiban lalu
lintas jalan raya dan Fasilitas umum.

Pasal 3

$elain dari tata cara pemeliharaan sebagimana dimaksud dalam Pasal 2, Peternak
juga berkewajiban untuk :
a. memberi tanda pada hewannya sebelum berumur 6 (enam) bulan, dengan
____tanda yang sengaja dibuat untuk keperluan, seperti di telinga kiri atau telinga
e ;mﬁfdan/qtau di badan hewan ternak yang bersangkutan;
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b. kecuali

karena
Su 1 ; : ; "
sebagai atu hajat, hewan ternak tersebut tidak diberi tanda

ma i

LUTah/Kepna?a(]i)l:;szUd pada-huruf a, Peternak harus melaporkan kepada

¢  petemsk juss b kse?c.r_npat dimana hewan ternak dipelihara;
setempat dig erkewajiban untuk melaporkan kepada Lurah/Kepala Des.a
i g mana hewan ternak dipelihara mengenai jumlah, Jenis, Jenis

4 sot » Umur serta tanda pada Hewan ternak miliknya;

y lap peternak yang melakukan Jual beli Hewan ternak wajib melaporkan

kepada Lurah/Kepala Desa;

e. peternakan wajib memeriksakan kesehatan hewan ternak kepa
Kesehatan Hewan yang berwenang;

f. kandang sebagaimana di maksud dalam Pas
ol‘eh Peternak wajib mendapatkan persetujuan dari masy
diketahui oleh Lurah/Kepala Desa.

da petugas

al 2 huruf b yang dibangun/dibuat
arakat sekitar dan

BAB 1l
LARANGAN

Pasal 4

Setiap Peternak dilarang :
a. melepas atau menggembalakan Hewan Ternak pada lahan Pertanian dan/atau

Lahan Perkebunan milik orang lain tanpa seizin pemilik lahan;
b. melepas dan menggembalakan Hewan Ternak pada pekarangan Rumah orang
lain, lahan Pekarangan Kantor Pemerintah, Tanah Umum, Lokasi Pariwisata,

Lapangan Olahraga dan sarana umuim lainnya;
c. melepas atau membiarkan Hewan Ternak berkeliaran bebas di Jalan raya; dan

d. lalai dalam menggembalakan Hewan Ternak.

BAB IV
TINDAKAN PENERTIBAN

Pasal 5

Terhadap Peternak yang melanggar larangan sebagimana dimaksud dalam Pasal 4,
maka akan dilakukan tindakan penertiban.

Pasal 6

(1) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai
berikut :

a. tgrhadap hewan ternak yang lepas bebas berkeliaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 akan ditangkap dan ditahan di kandang
penampungan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;

b. pf:nangkapan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan oleh Tim Penertiban Satpol PP, Masyarakat/Relawan yang tidak
bersifat mengikat dan Instansi Lainnya;

c. dalam hal petugas penertiban melakukan penangkapan terhadap hewan

ternak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dapat menggunakan

TPESEY 0y (a : » N A
1 ay, tembak bius; dan
P St
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kepada
peternak vy ,
sebagaimana din)ang hewan ternaknya yang ditangkap dan ditahan

1aksud pada a . .
enangk : yat (1) huruf a dikenakan biaya
penangkapan dan biaya pemeliharaan selama ditahan.

ang ditanglfap oleh petugas penertiban akan diberitahukan
epada pemilik ternak melalui Kepala Desa/Lurah setempat.

I;ie:\-an ternak yang ditangkap oleh petugas penertiban dilakukan pengamanan
¢mpat penampungan yang telah disediakan.

(4) Selama ‘hewan ternak ditahan di tempat penampungan pemilik ternak wajib
menyediakan pakan untuk hewan ternaknya.

(5) Hewan ternak yang ditangkap oleh petugas penertiban dapat dilakukan
penebusan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari sejak pembcritah_uan
dengan membayar biaya penebusan yang terdiri dari biaya pemeliharaan, biaya
penangkapan dan biaya denda sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1).

(6) Besarnya biaya penangkapan sebagai berikut :

a. sapi, kerbau, kuda dan scjenisnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus
ribu rupiah) / per ekor ' .

b. kambing, domba dan sejenisnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / per
ekor

(7) Dalam hal pemilik ternak tidak menyediakan makanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) maka kepadanya dikenakan biaya pemeliharaan sebesar:

a. sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) /
per ekor satu hari
b. kambing, domba, dan sejenisnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) / per
ekor satu hari
(8) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah pemberitahuan
sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak ada yang mengakui kepemilikannya
maka hewan tersebut dianggap sebagai hewan liar yang tidak ada pemiliknya.

(2) Hewan ternak y
secara tertulis k

(3)

Pasal 7

(1) Kepala Desa wajib melakukan Penertiban pemeliharaan Hewan Ternak di
masing-masing wilayahnya.

(2) Dalam melaksanakan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
Desa membentuk Satuan Tugas penertiban pemeliharaan Hewan Ternak.

(3) Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa.

(4) Kewenangan Satuan Tugas sebagaimana pada ayat (2] meliputi Penertiban
dan Pengamanan Hewan Ternak.

(5) Hewan Termnak yang ditangkap oleh Satuan Tugas Desa diselesaikan dan
. ditangani oleh desa dengan memperhatikan kearifan Lokal desa, dan dalam hal
st ‘t!a?ﬂ("da'paqdiselesaikannya terhadap Hewan ternak yang ditangkap, Satgas

“a MUK
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(6) Kepala D -

€sa Wajib mel

Pelaksanaan Tindakanall):orkan_ terhadap Pembentukan Satuan Tugas Desa dan

pada ayat (1) dan enertiban kepada Satpol PP sebagaimana dimaksud
Ketentuan Yt ayat (2) secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

anjutan mengenai Penertiban dan pemeliharaan Hewan Ternak

sebagai i b
gaimana dimaksud pada ayat (1), BPD dan Pemerintah Desa Wajib
membuat Peraturan Desa.

n kepada Satpol PP untuk proses

(7)

Pasal 8

(1) Masyarakat/Penduduk diperkenankan /diperbolehkan untuk menangkap
Hewan Ternak yang sedang berada di tempat umum, jalan raya, perkantoran
dan permukiman atau merusak lahan pertanian sesuai dengan peraturan
desa.

(2) Masyarakat/Penduduk yang melaksanakan penangkapan hewan ternak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya penangkapan Rp.
500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sapi/kerbau/ kuda dan Rp. 100'009’_
(seratus ribu rupiah) untuk kambing dan dalam jangka waktu 2 X 24 jam wajib
diserahkan ke Satpol PP Kabupaten Kaur.

BAB V
KETENTUAN LELANG

Pasal 9

(1) Hewan ternak atau hewan liar yang tidak ditebus dalam jangka V\./aktu 20 (dua
puluh) hari setelah pemberitahuan tidak ditebus sebagaimana dimaksud ayat
(6), maka Pemerintah Daerah dapat melakukan proses lelang terbuka untuk

umum yang akan diatur melalui Peraturan Bupati.

Lelang bagi hewan ternak yang diketahui pemiliknya akan diberitahukan

2)
( kepada pemilik hewan ternak.

BAB VI
KEUANGAN

Pasal 10

(1) Uang hasil pelelangan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) seluruhnya milik Pemerintah Daerah disetorkan kepada Kas Daerah
setelah dipotong biaya lelang, penangkapan dan pemeliharaan akan diatur
dalam Peraturan Bupati.

(2) Seluruh Uang Hasil Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
Pendapatan Daerah yang termasuk pada pendapatan lain-lain yang sah.
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‘ BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Pemeri

‘rintah  Daeragh ii

: wa i
rangka penertiban chafnll’)l‘cmgl?kumn Pembinaan dan fepgassen S8
(2)  Penertiban seba .

yai : ialisai
den fstan pelatih{: imana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Sosialisal

an mengenai Tata cara Pemeliharan Hewan Ternak.

3) Pembinas ;
i dilalzzdd{z dan PCf’gawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
He ! Anakan oleh Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Pihak
Pemerintah Kecamatan.
untuk melakukan

(4) OPD yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3] :
Jakukan kerjasama

Pembinaan dan pengawasan serta Penindakan dengan meé
dengan Lurah/Kepala Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kaur
Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak
(Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2006 Nomor 03) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 02 Tahun 2023
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 03
Tahun 2026 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Terpak (Lembaran
Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2023 Nomor 295) dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.
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BAB [X

KETENTUAN PENUTUP

Pe ini
raturan Daerah ini mylaj berlaku pad
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asal 13

a tanggal diundangkan.
ran Daerah

ini dcn SLRPY X
gan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kaur.

JABATAN FARAP

Sckretaris Dacrah

Asisten ‘/Q(
Y

Kepala Dinas/Badan/Bagian K

Kepala Bagian Hukum /K
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pada tanggal 29 DESEmeP
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